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ABSTRAK

Judul : Harmonisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Rangka Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA)

Nama : Indah Mela

Nim :02011181320132

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Paten, Masyarakat Ekonomi ASEAN

Skripsi ini berjudul Harmonisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Rangka
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Diberlakukannya pasar bebas Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) yang berbasis tunggal mengharuskan adanya kesesuaian aturan sebagai
perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada bidang paten agar tidak
terjadi peniruan yang merugikan inventor (penemu), namun ASEAN yang terdiri dari
sepuluh negara memiliki aturan berbeda-beda mengenai paten, sehingga tidak sesuai
dengan basis tunggal MEA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif.
Kesimpulan pembahasan dalam skripsi ini adalah Harmonisasi di kawasan ASEAN belum
tercapai karena di kawasan ASEAN belum ada peraturan dan kantor paten regional
sehingga keberagaman peraturan HKI khususnya pada bidang paten di kawasan ASEAN
membuat kebijakan dikembalikan ke peraturan masing-masing negara ASEAN. Saran dari
penulis diharapkan Myanmar segera meratifikasi ketentuan tentang paten internasional
untuk negaranya. Sehingga Myanmar dapat mempermudah proses harmonisasi aturan paten
di ASEAN dan sebaiknya ASEAN segera menentukan sikapnya untuk meratifikasi PCT
dan TRIPs.

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,
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ABSTRACT

Title : Harmonization of Intellectual Property Rights (IPR) in framework
ASEAN Economic Community
Name : Indah Mela

Student Number : 02011181320132

Keywords : Intellectual Property Rights, Patent, ASEAN Ecocomic Community

This skripsi entitled Harmonization of Intellectual Property Rights (IPR) in Jramework
ASEAN Economic Community. Government has validated the global market of ASEAN
Economic Community, which was basically solitary that required the appropriateness of
regulation as protection toward Intellectual Property Rights (IPR) at patent field loss. In

order plagiarism will not happen wich can make the inventor loss. However, ASEAN
consist of ten countries that has different regulation in terms of patent. That’s why it is
different with the solitary base of AEC. In this study, the writer used normative method. The

conclusion of the discussion in this undergraduate skripsi was harmonization in the area of
ASEAN was not successful yet because there was no regulation and regional patent office.

Therefore, the diversity of IPR’s regulation, especially at patent field in the area of ASEAN
makes the policy back to each ASEAN countries’ regulation. The writer hopes Myanmar
directly makes ratification about international patent for its own country in order Myanmar
can make the process of harmonization of regulation easy in ASEAN and in the contrary,

ASEAN must consider the decision for ratification PCT and TRIPs.

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,
Dr. H. Achmad Romsan, S.H.M.H..L.LM Sri yani, S.H..M.Hum
NIP. 195404171981111001 NIP. 197002071996032002
Ketua Bagian Hukum Internasional
Dr. H. Achmad Romsan, S.H.M.H..L.LM

NIP. 195404171981111001
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja sama di bidang ekonomi antara negara-negara anggota Association of
South East Asia Nation melalui disahkannya Deklarasi Bangkok 1967, ini merupakan
kesepakatan aturan-aturan negara ASEAN untuk bekerjasama secara regional dalam
bidang ekonomi, sosial, dan budaya.! Dalam kurun waktu hampir 50 tahun ASEAN
telah berkembang, dari kerjasama dalam bidang ekonomi menuju ke terbentuknya
ASEAN sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau disebut juga ASEAN

Economic Community (AEC).2 AEC telah diberlakukan sejak tahun 2015.3

AEC atau MEA merupakan kerja sama ekonomi di antara negara-negara
ASEAN, yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial,
serta pengembangan budaya.* Dalam mewujudkan tujuan di atas yaitu melalui empat
pilar utama yang merupakan cetak biru dalam MEA, cetak biru (blueprint) tersebut
adalah:® 1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi yang didukung
dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran

modal yang lebih bebas; 2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi

!Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam
perspektif Hukum dan Globalisasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, him, 142.

2AEC merupakan singkatan dari Asean Economic Community dalam bahasa Indonesia disebut
MEA yang merupakan singkatan Masyarakat Ekonomi ASEAN

3Kerjasama ASEAN, www. kemlu. go.id. /Documents /Kerjasama %20 Ekonomi %20
ASEAN. doc, diakses tanggal 18 Januari 2017.

*1bid.

SLaporan Dampak ASEAN Economic Community Terhadap Sektor Industri dan Jasa, Serta
Tenaga Kerja di Indonesia, https: //www. kemenkeu. go.id/ sites/ default/ files/ kajian%20 dampak%20
asean.pdf, diakses pada tanggal 18 Januari 2018.


http://www.kemlu.go.id./%20Documents/Kerjasama%20%20Ekonomi
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20dampak%20asean.pdf
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20dampak%20asean.pdf

tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, HKI,
pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce; 3. ASEAN sebagai
kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan
usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara
CMLYV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan 4. ASEAN sebagai kawasan
yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen
pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan

meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Dalam era MEA yang berlandaskan pasar tunggal (single market), membuat
arus perdagangan di kawasan negara-negara ASEAN menjadi lebih mudah beredar
dengan dihapuskannya hambatan-hambatan, seperti tarif (Tarif Barrier) dan nontarif
(non-Tarif Barrier).® Dengan demikian arus barang dan jasa antara negara-negara
ASEAN menjadi lebih mudah beredar dan dipasarkan di kawasan ASEAN.’ Disini
kualitas akan sangat menentukan untuk menarik minat konsumen yang pada akhirnya

mendominasi pasar di kawasan ASEAN.8

Adanya kemudahan-kemudahan di atas, (Tarif Barrier) dan (non-Tarif
Barrier) membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap HKI yang

berkaitan dengan hak cipta dan hak kekayaan industri, hak kekayaan industri terbagi

SPeluang Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, www. ppkdjakpus
.com/ 2016/ 01/ 07/ peluang- indonesia- dalam- masyarakat- ekonomi- asean- mea/, diakses tanggal 18
Januari 2017.

"Barang-barang yang dipasarkan di negara-negara ASEAN berupa produk pabrikan seperti,
baju, tas, alas kaki, obat-obatan, serta perlengkapan medis, dan produk rumahan seperti, perhiasan, dan
makanan olahan yang terklasifikasi sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM).

8Masyarakat Ekonomi ASEAN Ancam HAKI, http://www.m.republika.co.id, diakses tanggal
17 januari 2017


http://www.m.republika.co.id/

menjadi enam yaitu;® 1. Paten 2. Merk 3. Rahasia Dagang 4. Indikasi Geografis

5. Perlindungan Varietas Tanaman 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dari enam bidang HKI dalam Hak Kekayaan Industri tersebut, yang menjadi
perhatian dalam MEA adalah paten dan merk, namun yang lebih membutuhkan
perhatian khusus adalah paten karena pakar merk dagang telah menyelesaikan
formulir pengarsipan ASEAN untuk merk dagang dan untuk permohonan.
Pencapaian ini, bersama dengan ASEAN Common Form yang telah selesai merupakan
langkah penting dalam kerjasama regional di bidang HKI. Meskipun memiliki
kompleksitas yang melekat, Negara-negara anggota telah melanjutkan usaha mereka
dalam harmonisasi sebagai persyaratan pengarsipan merk dagang. Ini adalah proses

yang sangat penting untuk pembentukan sistem pengarsipan daerah.°

Sedangkan para pakar paten terus melakukan penelitian dan menemukan
banyak perbedaan substantif dalam undang-undang dan prosedur desain sehingga
memerlukan harmonisasi di ASEAN. Pembahasan kelompok pakar telah dibantu oleh
berbagai konsultan terperinci dengan organisasi sektor swasta serta pengalaman

sistem Desain Komunitas Eropa European Community Design (ECD) di Uni Eropa.

Sebagai wujud antisipasi terhadap pelanggaran HKI sebagaimana yang

diuraikan di atas, sangat penting bagi negara-negara di ASEAN untuk menyetujui

SLihat pada Paris Convention for the Protection of Industrial Property
Wintellectual Property, http: //asean .org/ asean-economic-community/sectoral-bodies-under-
the-purview-of-aem/intellectual-property/, di akses pada tanggal 15 Agustus 2017


http://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/intellectual-property/
http://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/intellectual-property/

perjanjian mengenai pendaftaran HKI internasional yang dikelola oleh World

Intellectual Property Organization (WIPO),!

Selain WIPO, terdapat sebuah perjanjian internasional yang berkaitan
dengan HKI, yaitu Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
yang bertujuan menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara anggota World Trade

Organization (WTO).*

Sekarang ini negara-negara anggota ASEAN, seperti Kamboja, Laos,
Filipina, Singapura dan Vietnam, sudah menjadi anggota Madrid Protocol, sedangkan
negara-negara lainnya belum menjadi anggota Madrid Protocol. Tujuan ikut serta
pada Madrid Protocol adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap merk
dagang di wilayah ASEAN dan juga memberikan akses yang lebih baik bagi

perusahaan lokal untuk melakukan pendaftaran di luar negeri (Single Application).t®

Sebaliknya, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia lebih

mengutamakan perlindungan dan pengembangan HKI dalam bidang:'* industri

Khususnya Patent Cooperation Treaty (PCT) untuk yang berkaitan dengan paten.
Sedangkan Madrid Protocol berkaitan dengan merk dikutip dari (Intellectual Property and The Asean
EconomicCommunity AEC), http://www. southeastasia- iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/
AEC English.pdf, diakses tanggal 18 januari 27.)

2Memahami TRIPs, http://www.iforhumans.blogspot.co.id/p/memahami- trips- trade-related-
aspects -of.html, diakses pada tanggal 21 Agustus 2017.

Bintellectual Property and The Asean Economic Community (AEC), http://www.
Southeastasia- iprhelpdesk. eu/sites /default /files /publications /AEC English.pdf, diakses tanggal 18
januari 27.

14Proses manufaktur adalah suatu kegiatan atau proses mengubah bahan baku mentah menjadi
barang jadi atau setengah jadi. Yang artinya, semua industri yang ada didalam kegiatan pengolahan ini
diartikan sebagai industri manufaktur, contohnya adalah industri kayu, pengolahan batang pohon
menjadi kayu untuk keperluan pembangunan rumah. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukan
suatu asal barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, contohnya jeruk
keprok gayo, garam amed bali, cengkeh minahasa, dan kopi robusta semendo. Kerajinan tradisional
contohnya adalah kain songket palembang, kain tenun ulos dan kain poleng dari bali.


http://www.iforhumans.blogspot.co.id/p/memahami-%20trips-%20trade-related-aspects%20-of.html
http://www.iforhumans.blogspot.co.id/p/memahami-%20trips-%20trade-related-aspects%20-of.html

manufaktur, dan indikasi geografis, kerajinan tradisional, serta industri bioteknologi,

peralatan medis, dan pengembangan perangkat lunak.

Upaya harmonisasi HKI karena adanya disparitas aturan-aturan mengenai
HKI antara negara-negara anggota ASEAN,* memerlukan adanya suatu aturan yang
berlaku untuk semua anggota ASEAN. Untuk itu harmonisasi aturan-aturan HKI
berlaku satu aturan negara-negara ASEAN yang dirasa sangat penting untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investor asing.®

Negara Indonesia mempunyai hukum nasional tersendiri yang mengatur
mengenai pendaftaran dan perlindungan terhadap HKI.Y Hal tersebut hanya
merupakan gambaran mengenai peraturan HKI di negara Indonesia yang juga

merupakan bagian dari ASEAN.

Hukum nasional yang penulis maksud merupakan wujud dari penyesuaian
dari konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, jika negara-negara
ASEAN meratifikasi konvensi dan perjanjian hukum internasional mengenai HKI
yang sama, itu artinya tiap negara di kawasan ASEAN mempunyai hukum nasional
yang mengacu pada hukum internasional yang sama,'® akan ada sedikit kemudahan

dalam upaya proses pendaftaran ataupun proses hukum ketika terjadi pelanggaran

peraturan HKI nasional di Indonesia, misalnya Indonesia mempunyai hukum nasional
tersendiri yang mengatur mengenai pendaftaran dan perlidungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual,
Seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2016 Tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi
Geografis

18 ihat pada foot note 13

Sigit Nugroho, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan
Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean, Jurnal Hukum Supremasi Hukum, Vol. 24, No. 2,
Agustus 2015

181 bid.



terhadap HKI, sedangkan hal tersebut belum tercapai penuh di kawasan ASEAN,
sehingga belum bisa dikatakan bahwa negara-negara ASEAN telah meyeragamkan
peraturan mengenai HKI untuk menyesuaikan dengan basis pasar tunggal MEA.
Kawasan ASEAN dalam pelaksanaan MEA dapat mencontoh upaya yang diambil

oleh kawasan Uni Eropa dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

Situasi di negara-negara ASEAN di atas, berbeda dengan keadaan negara-
negara di Uni Eropa dalam rangka Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang telah
membentuk sebuah sistem hukum yang dirancang untuk menyederhanakan proses

perlindungan HKI.°

Dengan demikian, peraturan hukum yang bervariasi di kawasan Eropa dapat
disatukan melalui harmonisasi hukum HKI. Misalnya di Eropa dibentuk Konvensi
Paten Eropa European Patent Convention (EPC) yang disahkan tahun 1977.%° Yang

mempermudah masyarakat Eropa untuk mendapatkan perlindungan paten.?

Sedangkan di kawasan ASEAN terlepas dari hukum nasional yang berbeda
dan belum meratifikasi konvensi internasional tentang HKI untuk MEA, juga belum
mengambil langkah-langkah maju untuk menyatukan sistem hukum HKI yang

berbeda-beda, khususnya mengenai paten.??

Bintellectual Property and The Asean Economic Community (AEC), http : // www
.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/ AEC English.pdf, diakses tanggal 18
januari 27.

21bid.

Zalexander Degelsegger, dkk, ASEAN Economic Community and Intellectual Property Right
: an assessmSeent of framework, Centre for Social Innovation (ZSl), Austria, 2016, him, 8.

21bid



Para pemegang HKI perlu mendaftar di setiap negara untuk menjadi anggota
WIPO.2 Ini juga akan bertentangan dengan prinsip MEA yang berbasis pasar tunggal

(Single market).

Di era pasar tunggal ASEAN, semua produk yang beredar harus memiliki
identitas, seperti paten yang sangat menentukan minat dari suatu produk. Dengan
adanya harmonisasi hukum HKI misalnya paten di ASEAN, akan mempermudah

mendapatkan perlindungan HKI dengan biaya murah

Dengan demikian, keinginan untuk menganalisis mengenai penyelarasan
peraturan mengenai HKI di kawasan ASEAN dalam kelangsungan MEA serta segala
sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang telah penulis uraikan di atas, maka
Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : HARMONISASI HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM RANGKA MASYARAKAT

EKONOMI ASEAN (MEA).

23The ASEAN Economic Community and What it means for Intellectual Property, http: // ww
w. aseanbriefing. com/ news/2016/05/31/ aec- intellectual-property.html, diakses pada tanggal 22 Mei
2017.


http://www.aseanbriefing.com/news/2016/05/31/aec-intellectual-property.html
http://www.aseanbriefing.com/news/2016/05/31/aec-intellectual-property.html

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang
menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah belum adanya keserasian hukum
tentang HKI, khususnya pada bidang paten di negara-negara ASEAN dalam
pelaksanaan MEA.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui berbagai rencana yang dipersiapkan oleh negara-negara ASEAN
agar terbentuknya suatu peraturan mengenai HKI bidang paten di kawasan
ASEAN, yang sejalan dengan filosofis MEA, yang berlandaskan pasar

tunggal

2. Mengetahui upaya yang ditempuh oleh negara-negara di ASEAN dalam
mengharmonisasi peraturan mengenai HKI bidang paten di kawasan ASEAN

3. Mengetahui bagaimana berjalannya proses hukum mengenai HKI bidang
paten di kawasan ASEAN dalam MEA sebelum tercapainya harmonisasi

4. Membandingkan upaya yang diambil dan ditempuh oleh negara-negara di
ASEAN dengan upaya yang telah ditempuh oleh negara-negara di Uni Eropa,
dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Eropa.

5. Menambah banyak pemahaman mengenai peraturan HKI, khususnya pada

bidang paten dalam berlangsungya MEA.



D. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan

masyarakat terhadap HKI bidang paten dalam MEA.

. Mengembangkan pengetahuan mengenai konsep implementasi peraturan

HKI bidang paten dalam pelaksanaan MEA

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai MEA
dan seperangkat peraturan mengenai HKI bidang paten dalam pelaksanaan

MEA itu sendiri.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi :

a.

Bagi Penulis
Memperluas pemahaman terhadap aspek-aspek dan seperangkat peraturan

mengenai HKI bidang paten, khususnya yang diberlakukan dalam MEA.

. Bagi Masyarakat

Dapat memberi masukan, khususnya bagi para inventor yang terlibat dalam

MEA, untuk mempertimbangkan pendaftaran paten bagi produknya.

. Bagi Pembaca

Sebagai informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut serta bahan

kepustakaan.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam skripsi ini yang penulis bahas adalah mengenai peraturan HKI
khususnya pada bidang paten dalam rangka MEA.
F. Kerangka Konseptual

Harmonisasi berasal dari kata harmoni, yang berarti keserasian®* dan
imbuhan isasi bermakna sebagai proses.?® Jadi harmonisasi dapat diartikan sebagai
suatu proses penyerasian atau upaya penyelarasan.?® Kata harmonisasi ini, di dalam
bahasa inggris disebut harmonize, dalam bahasa Prancis disebut harmonie, dan dalam
bahasa yunani disebut harmonia.?” Harmonisasi hukum dapat diartikan sebagai upaya
atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan

keseimabangan di antara norma-norma hukum.?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak merupakan sesuatu yang
benar, sungguh-sungguh ada; kekuasaan yang benar milik, kepunyaan, kewenangan,
mempunyai wewenang atau mempergunakan.?® Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights (IPR).%® berhubungan erat

2Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, Terbit Terang,
Surabaya, 1999, him,149.

25 Makna dan Arti Imbuhan Is, Isme, Isasi dan Itas beserta Contohnya, www.bukupedia.net

% Kamus Besar Bahasa indonesia (KBBI) Kamus Versi Online, kbbi.web.id

21 Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang — undangan dalam Pelaksanaan Anggaran
Belanja Negara (Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2011),him, 94.

28 Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. Jurna Hukum. No. 27 Vol.11
September 2004, him, 85.

29 Bambang Marhijanto, Op. Cit. him, 148.

30 Tomi Suryono Utomo, Hak Kekayaan intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian
Kontemporer, Graha llmu, Yogyakarta, 2010, him, 1.
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dengan benda tidak berwujud (Intangible) serta melindungi karya intelektual yang

lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia.>

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan
dengan tiga elemen penting berikut ini:** 1. Adanya sebuah hak ekslusif yang
diberikan oleh hukum; 2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang
didasarkan pada kemampuan intelektual; 3. Kemampuan intelektual tersebut

mempunyai nilai ekonomi.

Hak Kekayaan Intelektual dapat digambarkan secara umum, sebagai contoh,
HKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik, serta invensi dari penggunaan
atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain.** Pengelompokan mengenai HKI lebih
lanjut dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu Hak Cipta (Copy Right) dan
Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right) Selanjutnya Hak atas kekayaan
industri dapat dikelompokkan lagi menjadi enam, satu diantaranya adalah mengenai
paten (patent).>* Jika dipahami satu persatu. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta
yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.®® Paten adalah hak eksklusif yang

diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk

31 |bid.

32 | bid.

33 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T.Alumni.Bandung, 2006,
him, 1.

340.K. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual(Intellectual Property Rights), PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him, 14.

%Republik Indonesia, Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
hak Cipta, Pasal 1 ayat (1).
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jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan

persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.>®

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi
regional yang dilaksanakan pada tahun 2015 yang lalu. Tujuannya adalah menjadikan
ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang bebas barang, jasa, investasi,

dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas.%’

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, menurut Johnny lbrahim®
sebagai ilmu praktis normologis, ilmu hukum normatif berhubungan langsung
dengan praktik hukum yang menyangkut aspek pembentukan hukum. Pada
penelitian hukum normatif ini, peneliti fokus pada penerapan hukum, mengenai
HKI bagi kawasan ASEAN dalam rangka MEA. Namun, menurut Abdulkadir
Muhammad® di dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Penelitian Hukum,
penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus
hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan
undang-undang. Pokok kajiannya adalah menkonsepkan hukum sebagai norma

atau kaidah yang berlaku dalam masyarkat dan menjadi acuan bagi setiap orang.

%Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Paten. Pasal 1 ayat (1).

$"Warta Ekspor, Peluang dan Tantangan Indonesia Pasar Bebas Asean Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA), aeccenter.kemendag.go.id/media/177687/peluang-dan-tantangan-indonesia-pasar-bebas-
asean.pdf, 4 Januari 2015, him, 2.

%Hardijan Rusli, Metode Penelitia Hukum Normatif: Bagaimana?, Law Review, Fakultas
Hukum Universitas Pelita Harapan, VVol. V. No. 3. Maret 2006.

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitan Hukum, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung,
2004, him.52.
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Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisi hukum positif,

asas-asas dan doktrin hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. pendekatan undang-undang (statute approach)
pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang
dan regulasi yang ada kaitannya dengan HKI pada bidang paten, baik
peraturan tersebut bersifat nasional maupun konvensi dan perjanjian
internasional.

b. pendekatan komparatif (comparative approach)
pendekatan komparatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan
membandingkan peraturan dari satu negara atau lebih,*° dalam penulisan
skripsi ini yang dibandingkan oleh penulis adalah hukum di kawasan
ASEAN mengenai HKI bidang paten dalam rangka MEA dengan hukum
yang berlaku di kawasan Eropa dalam rangka MEE.

c. Pendekatan sejarah (historical approach)
Pada pendekatan ini, penulis akan fokus kepada sejarah perkembangan
MEA, dan bagaimana perkembangan peraturan mengenai HKI di kawasan
ASEAN dalam perkembangan MEA.

d. Pendekatan analisis kritis (critical analysis)

pendekatan Kritis ini adalah sebagai kritik terhadap positivisme, yang me

40Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 43.
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nunjukkan bahwa positivisme tersebut bermasalah, karena pandangan
dalam pendekatan ini adalah bagaimana penerapan metode ilmu-ilmu alam
pada ilmu-ilmu sosial tak lain dari saintisme dan ideologi, (Budi Hardiman.
2007:24), dalam hal ini kritik penulis terhadap peraturan HKI di kawasan
ASEAN yang belum seragam dalam melangsungkan MEA yang berbasis

pasar tunggal (Single market).

3. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penulisan ini, adalah bahan sekunder,

primer dan tersier antara lain :

a. Bahan hukum primer
Undang-Undang nasional yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
Konvensi dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan penelitian ini,
seperti :
Paris Convention for the Protection of the industrial Property
Patent Coorporation Treaty (PCT)
Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)
b. Bahan hukum sekunder :
1). Buku yang digunakan sebagai referensi untuk menemukan istilah-
istilah atau hal-hal mengenai HKI, jenis-jenisnya, peraturannya dan
hukum yang mengaturnya segala sesuatu yang relevan dengan pokok

atau inti penulisan.
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2). jurnal, yang memuat data berupa informasi berdasarkan fakta yang

terjadi pada kawasan ASEAN berkaitan dengan perlindungan HKI.
c. Bahan hukum tersier :

1). Internet, yang menyajikan segala bentuk informasi dan keterangan
yang berkaitan dengan penelitian yang sifatnya kredibel dan dapat
diyakini. Melalui kesesuaian data dan informasi yang disajikan,
kejelasan identitas penyaji informasi, serta sumber di dapatnya
informasi yang disajikan tersebut.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian
a. Studi Kepustakaan
Berdasarkan sumber bahan penelitian yang dijelaskan di atas, maka dalam
penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan,
yaitu penulis mencari dan mengumpulkan buku-buku, peraturan
perundang-undangan terkait HKI khususnya pada bidang paten, Konvensi
dan Perjanjian Internasioal, hasil penelitian, jurnal penelitian, dan artikel
ilmiah mengenai MEA beserta implementasi hukum tentang HKI di bidang
paten. Bahan-bahan dalam penulisan ini diperoleh dari perpustakaaan

Universitas Sriwijaya dan website-website, baik dari instansi seperti

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementrian Perdagangan

Republik Indonesia, dan lain-lain, maupun non instansi yang berkaitan

dengan penulisan ini.
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5. Metode Analisis Bahan Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini. Maka, metode analisis menggunakan
metode yang bersifat deskriptif analitis, analisis yang dipergunakan adalah

pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum.

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu
kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan
hukum dan konvensi perjanjian internasional mengenai HKI khususnya pada
bidang paten yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian dari rumusan masalah.

Dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data-data yang telah diperoleh.

6. Teknik penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini menggunakan logika proses
berfikir deduktif, yaitu meggunakan pola berfikir yang disusun dari dua buah
pernyataan, serta sebuah kesimpulan (silogismus).** Tepatnya silogismus
deduksi, yang berawal dari premis yang umum, kemudian diikuti dengan suatu
kesimpulan yang khusus*. Jadi, dalam penulisan ini, akan dijelaskan mengenai
MEA dan seperangkat peraturan mengenai HKI pada bidang paten, sehingga
nampak persoalan mengenai peraturan tentang paten dari negara-negara ASEAN
yang berbeda dan tidak sesuai degan basis pasar tunggal MEA, kemudian akan

ditarik sebuah kesimpulan mengenai harmonisasinya.

41 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, him, 8.
42 gylityowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi,
Yayasan Pustaka Obor indonesia, Jakarta, 2009, him, 99.
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H. Sistematika Penulisan

1. Bab I (Pendahuluan)
Isi dari bab ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup masalah, metode penelitian,
kerangka konseptual, sistematika penulisan serta hambatan dan kendala.

2. Bab Il (Tinjauan Pustaka)
Bab ini akan membahas kajian literatur mengenai HKI khususnya pada bidang
paten di ASEAN dalam MEA, karena para pakar paten menemukan banyak
perbedaan substantif dalam undang-undang pada masing-masing negara di
ASEAN.

3. Bab Il (Pembahasan)
Bab ini akan membahas jawaban terhadap permasalahan hukum dalam
penulisan ini.

4. Bab IV (Penutup)
Bab ini, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran yang diperoleh
berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian ini.

I. Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan dan kendala penulis dalam menyelesaikan penulisan ini

adalah:

1. Terbatasnya bahan Hukum Internasional khususnya mengenai aturan dan
tulisan yang menyangkut HKI pada bidang paten dalam MEA pada

perpustakaan yang ada di Palembang;
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2. Sumber-sumber tulisan yang dijadikan sebagai referensi didapat secara online,
dan banyak yang menggunakan bahasa asing, sehingga penulis membutuhkan
waktu untuk menerjemahkan, membaca, dan memahami sumber tersebut;

3. Pedoman dan tata cara penulisan skripsi yang baik dan sesuai dengan yang
diinginkan pembimbing belum pernah ada di dalam fakultas ini, sehingga

penulis hanya mendapatkan pedomannya dari satu sumber yakni pembimbing.
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